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QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk
mengatur dan menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 4380);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40438);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623 );
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun ( Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03);

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG RETRIBUS

TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten pidie Jaya.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan
usaha lainnya.
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta
Tempat Pelelangan lkan (TPI) adalah tempat yang disediakan untuk menyelengarakan
pelelangan ikan, baik yang dilaksanakan oleh orang pribadi ,Organisasi Nelayan
maupun Badan lainnya.
Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan jalanpenawaran
meningkat.
Retribusi Pelelangan lkan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat untuk menyelenggarakan pelelangan ikan dan
fasilitas lainnya di lingkungan TPl yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

13. Wajib . ..
Wagjib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi.
Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas/tempat pelelangan.
Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPAORD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek
retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
disngkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang digjukan oleh Wajib
Retribusi.

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, fasilitas lainnya di lingkungan TPl yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas/tempat :

a
b.

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
Penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan TPI.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas TPI.
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BAB 111
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dibayar oleh Pembeli/Pemenang Lelang
ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari harga pelelangan.
Apabila pelelangan tidak dilakukan, maka retribusi pelelangan ikan dipungut dari harga
taksiran.
Semua pungutan/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
disetor ke Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pidie
Jaya.

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dibayar oleh Pemilik Ikan (Nelayan) kepada
Penyelenggara Lelang ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari harga pelelangan.
Penggunaan biaya pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

a 70 % (tujuh puluh persen) untuk Penyelengaraan Lelang;

b. 30 % (tiga puluh persen) untuk dana sosial dan kecelakaan Nelayan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas TPI diberikan.

BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masaretribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali melakukan pelelangan.

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

(1)

BAB VI
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.
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